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Oleh:

SUBKI SUBARA
ABSTRAKS .

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh
Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah., Kesadaran akan
bahaya korupsi itu dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dimana dalam Undang-undang
tersebut, ada tiga lembaga yang menangani kasus-kasus dugaan tindak pidana
korupsi, yakni KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Penulisan ini lebih
memfokuskan tentang tugas dan wewenang kepolisian, KPK dan kejaksaan
menangani korupsi. Penulisan ini juga melihat bagaimanakah fungsi
koordinasi antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan dalaim menangani kasus
korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
teknik pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan interview atau
wawancara, kepada subyek penelitian yaitu : jaksa-jaksa yang pernah
menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta,
aparat kepolisian yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di
Poltabes Yogyakarta, dan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan
pemberantasan tindak pidana korupsi oleh kepolisian dalam memberantas
tindak pidana korupsi diberikan kewenangan menjadi penyelidik dan penyidik,
kejaksaan diberikan kewenangan selain sebagai penuntut umum juga
diberikan tugas sebagai penyidik, dan KPK dalam memberantas tindak pidana
korupsi diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Fungsi koordinasi kepolisian,
jaksa, dan KPK, dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan olch
kepolisian, kejaksaan dan KPK, tahap penuntutan dilakukan oleh kcjaksaan
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